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Abstrak

Pendlitian ini bertujuan‘untuk mengetahui ‘Kinerja Pegawai Dinas-Pendapatan Daerah dalam Pengelolaan Pajak
Bumi dan Bangunan Kota Pontianak, namun adanya permasalahan“yang terjadi mengenai®proses pengelolaan
Pajak Bumi dan'Bangunan yaitu belum optimal nya kinerja pegawai DispendaK ota Pontianak mengingat bahwa
jumlah pegawai yang bekerja di bidang Pengolahan Pajak Bumi dan Bangunan masih belum dikatakan sesuai
dengan jumlah beban kerja yang dikerjakan oleh pegawai pengolahan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dalam
ketepatan waktu dalam pengerjaan pekerjaan masih terhambat, juga jumlah penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan masih.belum mencapa target yang ditetapkan. Permasalahan ini cukup menarik untuk diteliti
mengingat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sangatlah penting dalam pembangunan Kota Pontianak. Penelitian
ini menggunakan:teori Agus Dharma yang memiliki indikator yaitu kualitas, kuantitas, dan-ketepatan waktu.
Penelitian ini"menggunakan jenis penelitian deskriptif-dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini peneliti
menunjukan bahwa hingga sampai saat ini proses pengefolaan Pajak Bumi dan Bangunan masih mempunyai
kendala, hal'ini dikarenakan kurang nya jumlah pegawai dalam pengelolaan Pejak Bumi dan.Bahgunan yang
mengakibatkan jumlah pekerjaan yang diembani pegawai tidak sesuai, dan Dispenda Kota Pontianak hanya
menyampaikan Surat Pemberitahuan Peajak Terhutang| (SPPT) kepada masyarakat (wajib pajak) tanpa
mensosialisasikan mengenai Pgjak Bumi dan Bangunan tersebut, serta kurang nya kesadaran bagi masyarakat
(wajib pajak) dalam membayar Pajak Bumi dam Bangunan.; Saran yang dapat diberikan agar kinerja pegawai
dapat’meningkat yaitu perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan,
juga adanya sangsi yang tegas bagi masyarakat yang menunda mambayar Pajak Bumi dan Bangunan, serta
jumlah’pegawai di tambah lagi agar proses pengerjaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkat.

Kata-katakunci: Kinerja, Pgjak Bumi dan Bangunan, Wajib Pgjak.

Abstract

This undergraduate thesis aims to._reveal. the performance of the Empleyees at the Rural and'Urban Land and
Buildings Tax Management (PBB-P2) at the Tax and Revenue Office of Pontianak, since the issue raised
regarding the management of Land and Buildings Tax are not optimal employee performance Dispenda
Pontianak City given that,the number of employees working in the field of processingland and Buildings Tax is
still said to be in accordance withrthe-amount of workload that was done by-employees of the processing of Land
and Buildings Tax so that the timeliness of construction work is still hampered, also the amount of Land and
Buildings Tax receipts still has not reached the specified target. This study used the theory by Agus Dharmawith
indicators of quality, quantity, and punctuality. This study was descriptive research with a qualitative approach.
The results of this study show that to date the process of managing land and building tax still has obstacles due
to a lack of the number of employees causing the employees to have an overload of work, and Dispenda
Pontianak City only distributed the notification of tax due (SPPT) to the public (taxpayers) without socializing
the land and building tax. The suggestions from the this research are that the employees performance sould be
improved, there is a need for socialization to the public about the important of land and building tax, also strict
sanctions for those who delay paying the tax on land and buildings, as well as the number of employees should
be increased so that the process of management of land and building tax can improve.

Keywords : Performance, Land and Building Tax, Taxpayers.
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pendlitian

Kota Pontianak merupakan salah satu
wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang
memiliki pusat pemerintahan, ekonomi,
pembangunan infrasktruktur dan
pertumbuhan penduduk yang lebih pesat
dibandingkan dengan kota lain yang berada
di Kaimantan Barat. Seiring dengan
perkembangan zaman, jika pertumbuhan
penduduk di Kota Pontianak semakin
meningkat maka semakin tinggi pula
kebutuhan akan tempat tinggal. Jka
semakin tinggi kebutuhan masyarakat akan
tempat tinggal maka semakin tinggi pula
peran pegawa Dinas Pendapatan Daerah
dadam pemungutan paak bumi dan
bangunan.

Menurut Siahaan (2010:553) Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pgak
atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan atau di manfaatkan oleh orang
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang
usaha

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan

digunakan untuk kegiatan
di tanah yang diberi hak guna usaha
tanah yang diberi hak
pengusahaan hutan, dan tanah yang menjadi

perkebunan,

wilayah usaha pertambangan. Pgak Bumi
dan Bangunan merupakan jenis paak
kabupaten/kota yang baru diterapkan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 28
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Tahun 2009. Dengan penerapan ini,
penerimaan PBB akan sepenuhnya masuk
ke pemerintah Kabupaten/Kota sehingga
diharapkan mampu meningkatkan jumlah
pendapatan asli daerah karena akan masuk
ke dalam kas pemerintah daerah.

Pemungutan PBB di Indonesia saat ini
didasarkan pada dasar hukum yang jelas
dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh
masyarakat dan pihak yang terkait (wgjib
pgak). Dasar hukum pemungutan PBB
kabupaten/kota  adalah
sebagaimanadi bawah ini.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pgak Daerah dan Retribus
Daerah.

2. Peraturan daerah kabupaten/kota yang

pada  suatu

mengatur tentang PBB Perdesaan dan

Perkotaan.
3. Keputusan bupati/walikota yang

mengatur tentang PBB sebagai aturan

pelaksanaan peraturan daerah tentang

PBB perdesaan dan perkotaan pada

kabupaten/kota dimaksud.

Pemungutan PBB sangatlah penting bagi
pemerintah dalam pembangunan yang
berlangsung secara terus-menerus dan
berkesinambungan yang bertujuan untuk
meningkatkan kesgahteraan rakyat baik
secara materiil maupun spiritual. Dalam
pembangunan tentulah
membutuhkan dana yang tidak sedikit,

pemerintah

maka dari itu pendapatan PBB sangatlah
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mempenguruhi dalam sistem pembangunan
tersebut. Tetapi ada bebergpa sebagian
masyarakat yang belum taat membayar
pajak, hal ini
informasi masyarakat akan manfaat pajak
itu sendiri. Padahal apabila masyarakat taat

disebabkan minimnya

akan paak maka pembangunan dan
ekonomi negara akan meningkat yang
berarti kesgahteraan masyarakat pun
Pentingnya PBB  bagi

masyarakat, sebagai contoh yaitu :

meningkat.

1. Fasilitas umum dan Infrastruktur seperti
jaan, jembatan, sekolah, rumah sakit,
dan puskesmas

2. Pertahanan ™ dan keamanan  seperti
bangunan,. senjata, perumahan hingga
gaji-gajinya

3. Subsidi atas pangan dan Bahan Bakar
Minyak

4. Kélestarian Lingkungan hidup dan
Budaya

5. DanaPemilu

6. Pengembangan Alat
Massa, dl
Uang pajak'tyang telah disetorkanoleh

transportasi

masyarakat akan ‘digunakan dengan tujuan
membuat masyarakat dari [ahir=+hingga
meninggal sgahtera. Uang paak juga
dipaka oleh negara untuk memberi subsidi
barang-barang yang dibutuhkan oleh
masyarakat dan membayar hutang-hutang
negara. Selan itu uang paak pun
digunakan untuk menunjang Usaha Mikro,
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Kecil, dan Menengah sehingga
perekonomian dapat terus berkembang.
Oleh sebab itu pgak sangat memegang
peranan penting dalam sebuah negara.

Peran pegawa juga tidak kalah penting

daam sistem pengelolaan PBB. Sebagai

aparatur  pemerintah  ini, pegawai
memegang peranan  penting  sebagal
pelaksana dalam menjalankan

pembangunan disegala bidang. Semakin
banyak para wagjib pajak yang tercatat di
SPPT  PBB maka akan  sdling
mempengaruhi  dengan jumlah pegawal.
Seperti yang ditemukan di Kantor Dinas
Pendapatan Daerah Kota Pontianak, tugas
dan fungs pegawai sangatlah penting
dalam pengelolaan PBB. Tugas pokok dan
fungs pegawa Dinas Pendapatan Daerah
dalam sektor pgak bumi dan bangunan
antaralain yaitu:

a. Tugas pokok

Bidang paak bumi dan bangunan
mempunyai tugas mebantu Kepala Dinas
dalam melaksanakan

pendapatan daerah dari sektor PBB sesual

pengelolaan

kewenangan daerah.

b. Fungsi

1) Penyusunan  kebijakan
pemungutan PBB sesuai kewenangan
daerah

2) Pengelolaan data PBB

kewenangan daerah

pel aksanaan

sesual



3) Pendistribusian ketetapan dan penagihan
PBB sesual kewenangan daerah.
Fenomena yang terjadi di

Pendapatan Daerah Kota Pontianak ialah

belum dalam

penerimaan PBB dari tahun ke tahun.

Dinas

tercapai  nya target

Meskipun dari tahun ke tahun penerimaan
PBB telah meningkat tetapi peningkatan
tersebut masih belum mencapal target
sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dari
tahun 2012 jumlah penerimaan PBB
sebesar Rp 12.479.663.395 dengan jumlah
SPPT yang membayar hanya 69.181 lembar
sedangkan target ketetapan PBB sebesar Rp
20.965.432.804 dari 174.578 lembar SPPT
yang terdaftar , pada tahun 2013 jumlah

penerimaan PBB sebesar Rp
13.665.480.093 dengan jumlah SPPT yang
membayar sebanyak 80.678 lembar

sedangkan target ketetapan PBB sebesar Rp
21.655.880.379 dari 183.955 lembar SPPT
yang terdaftar, pada tahun 2014 jumlah
penerimaan PBB sebesar 15.092.410.933
dengan jumlah SPPT yang membayar
sebanyak 97.170 lembar sedangkan target
ketetapan PBB sebesar Rp 23.409.149.636
dari 192.385 lembar SPPT yang terdaftar,
dan pada tahun 2015 jumlah penerimaan
PBB sebesar Rp 18.098.858.535 dengan
jumlah SPPT sebanyak 101.395 sedangkan
target ketetapan PBB sebesar
22..739.368.011 dari 144.313 lembar SPPT
yang terdaftar. Dari rincian penjelasan
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tersebut membuktikan bahwa meskipun
jumlah penerimaan Paak Bumi dan
Bangunan meningkat tiap tahun nya tetapi
jumlah penerimaan masih kurang atau
belum mencapai
ditetapkan. Oleh karena nya, kesadaran

target yang telah

masyarakat sebagai wajib pagak dalam
membayar pajak bumi dan bangunan ini
masih kurang dan juga masih ada beberapa
masyarakat yang belum mengetahui fungsi
dari membayar pgak bumi dan bangunan
tersebut. Sebab itu, maka kinerja pegawai
harus dikerahkan dan ditingkatkan lagi
dalam mensosiadisasikan pengetahuan akan
paak bumi dan bangunan kepada wajib
paak agar jumlah penerimaan pendapatan
pajak bumi dan bangunan bisa mencapai
target yang telah di tetapkan bahkan lebih.
Belum optimalnya kinerja pegawal
Dinas Pendapatan Daerah juga dapat dilihat
dari pengerjaan dan penginputan dalam
proses pengelolaan paak bumi dan
bangunan yang dilakukan oleh pegawal
Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini
didasarkan oleh keterbatasan pegawal akan
mengganggu  efektifitas kinerja para
pegawal di Kantor Dinas Pendapaan Daerah
Kota Pontianak seperti yang dikatakan oleh
Kepala Bidang Pengolahan PBB Kota
Pontianak bahwa sumber daya manusia
pada bidang pengolahan PBB ini masih
dikatakan dalam

pengolahan PBB terjadi hambatan yang
4
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mengakibatkan kurang efektif nya proses
pengelolaan PBB. Dalam kasus ini kurang

pegawai
mempengaruhi tentang pekerjaan yang akan

nya jumlah akan sangat
datang, karena jika pegawa kewaahan
dadam mengerjakan
sekarang maka pekerjaan tidak akan
tepat waktu dan akan

berpengaruhi tentang pekerjaan yang akan

pekerjaan  yang

tersel esaikan

datang.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis
tertarik untuk dapat melakukan penelitian
mengenal  permasalahan faktor penyebab
belum efektifnya kinerja para pegawai
daam pengelolaan Pgak Bumi dan
Bangunan yang dikelola Dinas Pendapatan
Daerah Kota Pontianak sehingga dapat
memberikan solusi dalam bentuk program
dan kegiatan untuk dapat meningkatkan
Kinerja para pegawai, ha tersebut juga
dimaksudkan agar pel aksanaan
pembangunan di Kota Pontianak dapat terus
ditingkatkan. Berdasarkan uraian diatas
maka peneliti ingin mengangkat masalah
tentang “Kinerja Pegawai Pengolahan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan

Daerah kota Pontianak”

2. ldentifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang
permasalahan di atas maka dapat di

simpulkan permasalahan sebagai berikut :
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a Lambannya proses pengelolaan
Pagjak Bumi dan Bangunan.

b. Tidak tercapainyaterget penerimaan
Paak Bumi dan Bangunan dari
tahun ke tahun.

c. Pelaksanaan tugas yang dikerjakan
tidak terselesaikan tepat waktu.

3. Fokus Pendlitian

Untuk memperjelas masalah yang diteliti
maka fokus penelitian ini adalah kinerja
pegawai pengolahan Pgak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-
P2) di Dinas Pendapatan Daerah kota
Pontianak.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di
kemukakan sebelumnya, maka rumusan
permasalahannya  adalah ~ “Bagaimana
kinerja pegawa pengolahan Pgak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) di Dinas Pendapatan Daerah kota

Pontianak ?”.

5. Tujuan Pendlitian
Adapun tujuan dari pendlitian ini adalah

1. Untuk mengetahui kualitas kerja
pegawa pengolahan Pgak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan

(PBB-P2) di

Pendapatan Daerah kota Pontianak.

5
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2. Untuk mengetahui kuantitas kerja
pegawa pengolahan Pgak Bumi
dan Bangunan Perdessan dan

(PBB-P2) di Dinas

Pendapatan Daerah kota Pontianak.

Perkotaan

3. Untuk mengetahui ketepatan wartu
kerja pegawa pengolahan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) di Dinas
Pendapatan Daerah kota Pontianak.

6. Manfaat Penelitian
A. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini di harapkan dapat

memberikan sumbangan saran dalam ilmu

dalam

Negara pada

pengetahuan bidang [Imu

Adminitrasi kaian
mangjemen, serta dapat memberikan
sumbangan dalam hal perpgjakan pada
khususnya, terutama dalam Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Kota Pontianak.
B. Manfaat Praktis
Pendlitian  ini

memberikan masukan dalam meningkatkan

diharapkan  dapat

kualitas kinerja pegawa Dinas Pendapatan
Daerah khususnya pada bidang Pgjak Bumi
dan Bangunan agar lebih tanggap dalam
mengupayakan menangani lebih baik lagi di
dalam menangani masalah-masalah yang
terjadi dalam pengelolaan pajak bumi dan
bangunan K ota Pontianak.
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B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

Menurut Agus Dharma (2003:355)
penelitian  kinerja, hampir  semua
pengukuran mempertimbangkan tiga ha
berikut :

a. Kudlitas, yaitu satu penilaian
kinerja pegawal dapat dilihat
dari sgauh.mana pegawai dapat
menyel esaikan pekerjaan

dengan kualitas yang'haik.

Dari segi kualitas merupakan

suatu kondisi* dinamis yang

berkaitan  dengan  produk,
pelayanan, orang, proses dan
lingkungan yang memenuhi atau
melebihi apa yang diharapkan.

b. Kuantitas, yaitu mutu ang
dihasilkan. Salah satu penilaian
dengan melihat seberapa baik
pekerjaan  yang  dihasilkan

pegawai terhadap pelaksanaan

kegiatan.

Dari "segi kuantitas merupakan

tolak  ukur

dengan jumlah misalnya dapat

yang berkaitan

ditunjukkan dalam satuan mata
jumlah

pegawai, atau jumlah siklus

uang, jumlah unit,

kegiatan yang diselesaikan.
c. Ketepatan waktu, yaitu salah
satu cara penilaian kinerja
6



pegawa dengan melihat sesual
tidaknya dengan waktu yang
direncanakan, ketepatan waktu

pegawai
pekerjaan.

daam pelaksanaan

2. Kerangka Pikir

Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan
Daerah dalam pengel olaan penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan Kota
Pontianak

L
/ Permasalahan :

a. Lambannya proses pengolahan data
penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan.

b. Pelaksanaan tugas yang dikerjakan
tidak terselesaikan tepat waktu.

Tidak tercapainya terget penerimaan
ank Bumi dan Bangunan dari

K tahun ke tahun.
Iyl

/ Teori : \

Indikator yang digunakan untuk menilai
kinerja pegawai menurut Agus Dharma
(2003:355) :
1. Kualitas pekerjaan
2. Kuantitas pekerjaan
K 3. Ketepatan waktu penyele&ajan/

1y

Peningkatan kinerja pegawai Dinas
Pendapatan Daerah dalam pengelolaan
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

secara efektif dan efisien.

3. Metodologi Penelitian

Metode penditian yang digunakan
dalam penelitian yang berjudul “Kinerja
Pegawai Pengolahan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-
P2) di Dinas Pendapatan Daerah Kota
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Pontianak” ini adalah metode penelitian
deskriptif dengan menggunakan teknik
penelitian kualitatif untuk menganalisis dan
mendeskripsikan kinerja pegawai dalam
pengelolaan pgak bumi dan bangunan di
kota pontianak yang didasari oleh

fenomena-fenomena yang terjadi.

C.I' HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Kinerja dalam . suatu organisas

dianggap sangat penting-karena penilaian
kinerja dapat digunakan sebagai ukuran
keberhasilan didalam suatu - organisas
untuk  mencapai  tujuannya- Tingkat
keberhasilan dalam pencapaian tujuan
organisas dapat diukur dengan suatu
penilaian akumulatif terhadap kinerja yang
telah dilakukan. Sebagaimana diketahui
bahwa pengertian kinerja dapat idiartikan
sebagai- suatu prosedur penilaian terhadap
pelaksanaan  tugas-tugas dan  hakikat
pekerjaan ' serta” pelaksana (orang) yang
berkaitan dengan _ keterampilan  dan
pengalamannya dalam melaksanakan suatu
pekerjaan. Salah satu masalah mengenal
kinerja yang peneliti bahas yaitu mengena
kinerja pegawai pengolahan pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-

P2) di DISPENDA Kota Pontianak.



Daam pendlitian ini, peneliti menggunakan
indikator kinerja yang dikemukakan oleh
Agus Dharma (2003:335) yang terdiri dari
tiga indikator yaitu kualitas, kuantitas, dan
ketepatan waktu untuk mengetahui serta
melihat seberapa jauh tingkat dan
pencapaian hasil yang telah dilaksanakan.

1. KualitasKerja

Kualitas merupakan salah satu indikator
dari kinerja. Kualitas yang artinya suatu
pekerjaan #“atau tugas ‘yang dilakukan
seseorang yang dilihat dari hasil pekerjaan
yang telah ™ dilaksanakannya.  Pada
pembahasan kualitas kinerja ini difokuskan
pada kinerjapada bidang Pengel olaan Pajak
Bumi dan Bangunan di Kantor Dinas
Pendapatan Daerah Kota Pontianak.
Pendlitian ini menganalisis permasalahan
kualitas yang ada dengan konsep kualitas
kinerja yaitu mutu yang harus dihasilkan
baik atau buruknya kualitas yang mengacu
pada output yang dihasilkan. Selain -itu,
kulitas kerja juga mengacu pada sumber
daya manusia berupa keahlian, kemampuan
teknik
dibidang tertentu yang dimiliki~pegawai

dan  penguasaan operasional
serta standar fisik yang diukur karena hasil
kerja yang dilakukan atau yang telah
dilaksanakan atas tugas-tugasnya.
Berdasarkan konsep kinerja  tersebut,
peneliti mencari data didalam penelitian

baik data primer ataupun data sekunder.
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Terkait dengan masalah kinerja Kantor
Dinas Pendapatan Daerah pada bidang
Pengolahan Pgjak Bumi dan Bangunan
Kota Pontianak yang dapat dikatakan belum
optimal dilihat dari segi kualitasnya. Masih
terdapat  kekurangan yang menghambat
kualitasnya  yang pada  akhirnya
mempengaruhi kinerja yang ada dikantor
Dinas Pendapatan Daerah tersebut. dari
informasi dan analisisyang telah dilakukan
oleh penulis'dapat diketahuibahwa kualitas
kinerja - pegawai’ di bidang pengelolaan
Pajak Bumi dan Bangunan masih“«belum
optimal, ' ini dapat dilihat dari hasl
pencapaian kerja yang masih“belum efektif.
Ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah
pegawa di bidang pengolahanr PBB yang
mengakibatkan pekerjaan yang seharusinya
di ' selesakan tepat waktu
terhambat.

menj ad

2. KuantitasKerja

Kuantitas/jlumlah pegawai atau jumlah
sumber daya manusia sangat
mempengaruhi. “hasil kerja pegawai di
Kantor Dinas Pendapatam Daerah di bidang
pengolahan™ PBB. Sumber daya manusia
merupakan salah satu faktor penting yang
mempengaruhi  suatu  kinerja, karena
manusia merupakan aktor utama setiap
organisas dimana dan apapun bentuknya.
Tanpa sumber daya manusia, tujuan dan
sasaran organisasi tidak akan tercapai
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sesuai yang direncanakan. Pencapaian hasi|
kerja yang baik dipengaruhi oleh salah satu
indikator yang menjadikan tolak ukur yakni
adalah kuantitas kerja, yang mana indikator
tersebut tentunya harus dimiliki oleh setiap
pegawai. Pengukuran kuantitas merupakan
suatu keluaran dari proses atau pelaksanaan
kegiatan yang dapat dilihat dari==jumah
pekerjaan yang dapat diselesalkan yang
nantinya berkaitan jpata ketepatam_waktu
untuk menyelesaikan = pekerjaan. Oleh
karena ituguntuk megetahui baik tidaknya
kinerja'di Bidang"Pengolahan Pajak Bumi
dan” Bangunanw pada Dinas Pendapatan
Daerah Kota Pontianak ini, peneliti melihat
dari aspek kuantitas kerja pegawai.

juga dianggap
belum sesua dengan kuantitas pegawal
yang ada di Bidang Pengolahan Pagjak Bumi
dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah
Kota ‘Pontianak. Dilihat dari
pegawai 'bidang pengolahan pajak bumi dan

Kuantitas pekerjaan

jumlah

bangunan ‘yang hanya berjumlah-7 orang
sedangkan jumlah wajib pajak yang tercatat
di SPPT sebanyak 144.313lembar. Pegawai
kewalahan _ dalam  melakukan
pekerjaan sehingga

masih
menyebabkan
berkurangnya kuantitas hasil kerja pegawai.
Menurut Mangkunegara (2009), kinerja
merupakan hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas yang dicapai oleh seorang

pegawai dalam melaksanakan tugasnya
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sesuai dengan tanggung jawab Yyang
diberikan kepadanya.

Masalah kuantitas yang terjadi di
DISPENDA dalam bidang pgjak bumi dan
bangunan juga dapat dilihat dari jumlah
penerimaan pajak bumi dan bangunan yang
dari tahun ke tahun belum pernah mencapai
target“yang ditetapkan walaupun sudah ada
peningkatan “dari setigp tahunnya. Ini
dikarenakan kurang™nya sosidisasi yang
dilakukan oleh pegawai DISPENDA dalam
mensosialisas  kan _pentingnya dalam
pembayaran pajak bagi' perkembangan atau
pembangunan Kota Pontianak. Itu sebabnya
sebagian besar wajib  paak belum
mengetahui akan fungs dan kegunaan
dadam pembayaran pajak .sbumi dan
bangunan tersebut.

pentingnya kualitas dan kuantitas jhasil
kerja seorang pegawal karena kualitas
maupun kuantitas hasil kerja seorang
pegawal akan menentukan tercapainya visi
dan -misi. organisasi yang telah ditetapkan
serta menentukan bagaimana
perkembangan ™ dan
Pendapatan Daerah _dalam Pengelolaan
Pajak-Bumi dan Bangunan K ota Pontianak.

kemgjuan Dinas

3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan
ketepatan  waktu dalam
penyelesaian suatu kegiatan. Oleh sebab itu,

ketepatan waktu dapat dilihat dari sesuai
9
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atau tidaknya saat penyelesaian tugas

pekerjaan dengan waktu yang
direncanakan. Ketepatan waktu merupakan
suatu yang harus diwujudkan untuk
mengetahui bahwa pegawai telah memiliki
hasil kerja dan konsistens kerja yang telah
menjadi kewagjibannya. Untuk itu, pegawai
di Bidang Pengelolaan PBB sgtidaknya
ketepatan _waktu dalam

tugastugas yang jmenjadi

memenuhi
pemenuhan
tanggung jawabnya. Tetapi masalah yang di
hadapai oleh pegawai= pengolahan paak
bumi dan bangunan”di DISPENDA" Kota
Pontianak ketepatan  waktu

penyelesaian tugas masih belum optimal.

téntang

Dilihat daris-banyak nya tugas-tugas:yang
diembani para pegawai tidak sesual dengan
jumlah pegawal yang tersedia, sedangkan
pekerjaan selalu bertambah setiap hari nya.
Ini yang membuat para pegawai kewalahan
dalam ‘pengerjaan pekerjaan dan membuat
pekerjaan tidak tepat waktu dalam
pengerjaan nya meskipun para-pegawal
sering melakukan kerja lembur. Untuk
keterlambatan dalam

pengerjaan pekerjaan, para pegawai saling

mengurangi

berkerja sama dan saling membantu--satu
samalain agar pekerjaan cepat tersel esaikan
dengan baik dan tidak memakan waktu
yang cukup lama.

Berdasarkan ketiga pemahasan yang
telah dipaparkan mengenai indikator kinerja
menurut Agus Dharma (2003:335) vyaitu
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mengenai  kualitas, kuantitas, ketepatan
waktu dapat dilihat bahwa kekurangan-
kekurangan
Pengelolaan PBB pada Dinas Pendapatan
Daerah Kota Pontianak dipengaruhi oleh

Kinerja aparatur  bidang

hal-hal yang berkaitan antara satu dengan
yang lainnya. Permasalahan pada kualitas
juga“berpengaruh terhadap kuantitas dan
ketepatan waktu penyekesaian pekerjaan
begitu juga sebaiknya:

K eterbatasan kuantitas pegawal atau
jumlah  pegawa®, tersebut
mempengaruhi ketepatan waktu
penyelesaian pekerjaan, dengan tidak tepat

kurangnya

waktunya penyelesaian pekerjaan

dipengaruhi dengan banyaknya jumlah

pekerjaan  dan  pekerjaan™ menjadi
menumpuk karena pekerjaan yang belum
terselesaikan ditambah dengan pekerjaan
baru yang harus disdesakan dengan
segera, dan juga dengan menumpuknya
terhadap

pekerjaan, apabila

pekerjaan akan berpengaruh
kualites . dari  hasil
kualitas hasil kerja kurang memuaskan akan
mempengaruhi penilaian terhadap kinerja

bidang Pengel olaan PBB.Kota Pontianak.
Tercapainya tujuan suatu organisas
merupakan salah satu  wujud  dari
keberhasilan sebuah organisas dalam
menjalankan tugas dan fungsinya. Tetapi
keberhasilan tersebut tidak dapat dilihat
begitu sga, diperlukan penilaian terhadap
kinerja yang ada pada instans yang
10



bersangkutan. Berdasarkan permasalahan
yang telah dipagparkan  sebelumnya
berkaitan dengan indikator kinerja yang
dikemukakan  oleh  Agus
(2003:355) mengenai  kuadlitas, kuantitas

waktu

Dharma
dan  ketepatan penyelesaian
pekerjaan, maka dalam rangka peningkatan
Kinerja tersebut harus mempertimbangkan
berbagai pertimbangan agar peningkatan
kinerja tersebut dapat berjalan; sesual
dengan apa yang telah direncanakan.
Peningkatan kinerja " individu dapat
dilihat* dari keterampilannya, kecakapan
peraktisnya, Kempetensinya, pengetahuan
dan informasinya, keleluasaan
pengalamannya, sikap dan perilakunya,
kebajikannya, kreativitasnya, moralitasnya
dan lain-lain. Sedangkan kinerja kelompok
dapat dilihat dari aspek kerjasamanya,
keutuhannya, disiplinnya, loyalitasnya idan
lain-lain. Berdasarkan pendapat tersebut
peningkatan kinerja dapat dilakukan dengan
7 (tujuh) langkah (Mangkunegara,-2009:22)
yang diantaranya adalah mengetahui
dalam © bekerja,

mengenai kekurangan tingkat keseriusan,

adanya  kekurangan
mengidentifikas hal-hal yang ™ mungkin
menjadi penyebab kekurangan, baik yang
berhubungan dengan sistem maupun yang
berhubungan dengan itu sendiri,
mengembangkan rencana tindakan untuk
menanggulangi  penyebab

tersebut, melakukan evaluas apakah

kekurangan
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masalah tersebut sudah teratas atau belum,
dan apabila belum dapat diatasi, maka dapat
dimulai kembali dari awal bila diperlukan.

Dengan menggunakan langkah-langkah
peningkatan kinerja yang dikemukakan
oleh Mangkunegara (2009:22) diharapkan
kepada Dinas Pendapatan Daerah di Bidang
Pengelelaan Pgjak Bumi dan Bangunan
Kota Pontianak dapat meningkatkan
kuditas. kinerja, meningkatkan kuantitas
Kinerja®™ maupun dapat “menyelesaikan
pekerjaan dengan‘tepat waktu.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pendlitian  dapat
dismpulkan bahwa kinerja pegawai, di
Kantor Dinas Pendapatan Daerah [Kota
Pontianak sudah cukup baik. Hal ini secara
rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dilihat . hasil  dari
ditakukan oleh para pegawai di Kantor
Dinas™ Pendapatan Daerah Kota
Pontianak sudah dapat dikatakan cukup
baik. Para pegawai_telah bekerja sesuai

kualitas yang

dengan™ harapan atau aturan yang
berlaku dan para pegawai juga mampu
mel aksanakan pekerjaan sebaik
mungkin sampal selesai. Juga para
pegawal saling bekerjasama atau saling

membantu sesama untuk
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menyel esaikan pekerjaan yang
diembani.

2. Dilihat dari kuantitas jumlah pegawai
di Bidang Pengolahan PBB masih
kurang memadai di bandingkan dengan
jumlah beban yang diembani dan
pekerjaan yang dilakukan juga sering
berbenturan dengan pekerjaan™ lain.
Juga jumlah penerimaan PBB dari
tahun ke tahun tidak pernah mencapai
target.

3. Ketepatan waktusdalam penyelesaian
tugas tidak optima atau tidak tepat
waktu. Dilihat dari pengerjaan beban
kerja yang banyak. Pekerjaan yang
diselesaikan dengan tidak tepat waktu
akan- mempengaruhi  hasil kekrja

menjadi tidak optimal.

E. SARAN
Sgjalan’y dengan kesimpulan yang
dikemukakan sebagai upaya perbaikan atau
penyampaian ‘atau penyempurnaan vatas
kelemahan yang™ terjadi, maka penéliti
bermaksud
sebagal berikut :

untuk  memberikan==saran

1. Kinerjapara pegawai pengolahan Pajak
Bumi dan Bangunan harus ditingkatkn
lagi dalam pengerjaan pekerjaan agar
visi dan misi dalam Dinas Pendapatan
Daerah dapat tercapa dengan baik.
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Juga para pegawa harus lebih
mengsosialisasikan fungsi dan manfaat
dalam membayar pgjak ke wajib pajak
agar parawagjib pajak lebih mengetahui
atau mendalami manfaat dan fungsi
pajak tersebut.
2. Meninjau kembali
pembagian tugas atau beban kerja yang

pembagian-

dilimpahkan kepada pegawa serta
diperlukannya “penambahan jumlah
aparatur pemerintahan/pegawainya.
Dan jumlah’ penerimaan PBB yang
belum mencapa terget tersebut, para
pegawai harus mesti tegas dalam
penagihan dan seharus—nya adanya
sangs bagi wajib paak ‘yang tidak
membayar Pajak Bumi dan‘Bangunan.
3. Para pegawai pengelolaan Pajak Bumi
dan Bangunan harus lebih ekstra atau
memaksimalkan lagi kinerja dalam
pengerjaan pekerjaan, agar pekerjaan
yang tidak terselesaikan dengan tepat
waktu bisa teratass meskipun dengan
jumlah pegawai yang kurang memadai.
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